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GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR            TAHUN 2009

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI KALUKKU, KARAMA DAN MANDAR, UPTD PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LOKAL DAN PENGUJIAN MATERIAL, UPTD JALAN DAN JEMBATAN 
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

	Menimbang
	:


	a.


	bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas  Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk UPTD untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kalukku, Karama Dan Mandar, Pengembangan Sumber Daya Lokal Dan Pengujian Material serta Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat;

	
	
	b.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kalukku, Karama Dan Mandar, UPTD Pengembangan Sumber Daya Lokal Dan Pengujian Material, UPTD Jalan Dan Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

	Mengingat
	:
	1.
	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

	
	
	2.
	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

	
	
	3.
	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

	
	
	4.
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

	
	
	5.
	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3225);

	
	
	6.
	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3441);

	
	
	7.
	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3434);

	
	
	8.
	Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);

	
	
	9.
	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

	
	
	10.
	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Sulawesi Nomor 36).

	Memperhatikan
	
	:
	Surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tanggal 19 Desember Tahun 2008 Nomor: 061/3936/SJ.

	MEMUTUSKAN :

	Menetapkan 
	:
	PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI KALUKKU, KARAMA DAN MANDAR, UPTD PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LOKAL DAN PENGUJIAN MATERIAL, UPTD JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

6. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

8. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) adalah unsur pelaksana operasional lapangan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
9. Kepala UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kalukku, Karama dan Mandar yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kalukku, Karama dan Mandar pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
10. Kepala UPTD Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Pengujian Material yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Pengujian Material pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

11. Kepala UPTD Pengembangan Jalan dan Jembatan yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat

Pasal 2

UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kalukku, Karama Dan Mandar, UPTD Pengembangan Sumber Daya Lokal Dan Pengujian Material, UPTD Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 3

UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kalukku, Karama Dan Mandar,  UPTD Pengembangan Sumber Daya Lokal Dan Pengujian Material, UPTD Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat mempunyai wilayah kerja pada Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Polewali Mandar.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 4

(1) UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kalukku, Karama Dan Mandar dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat
(2) UPTD Pengembangana Sumber Daya Lokal dan Pengujian Material dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat
(3) UPTD Jalan dan Jembatan Unit Pelaksana Teknis Operasional Dinas Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat
Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 5
(1) UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kalukku, Karama Dan Mandar mempunyai tugas pokok asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan serta kewenangan yang belum dapat dilaksanakan Kabupaten/Kota di bidang teknis Pengelolaan Sumber Daya Air.

(2) UPTD Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Pengujian Material mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan bahan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan dan fasilitasi UPTD Pengembangan Sumber Daya Lokal Dan Pengujian Material.
(3) UPTD Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan bahan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan dan fasilitasi UPTD Jalan dan Jembatan.
Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 

(1) UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kalukku, Karama Dan Mandar mempunyai fungsi :

a. melaksanakan pengelolaan sumber air pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota;

b. melaksanakan pemberian rekomendasi teknis terhadap izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air permukaan pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota;

c.    melaksanakan pemberian rekomendasi teknis terhadap izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air  tanah pada cekungan air tanah pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota;

d. melaksanakan operasi konservasi/pelestarian air dan sumber air, pengendalian banjir, pencemaran air dan penanggulangan kekeringan;

e.    melaksanakan pengawasan efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota;

f.    melaksanakan perlindungan pantai, muara dan delta;

g. melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

(2) UPTD Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Pengujian Material mempunyai fungsi :
a. melaksanakan pengaturan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, dan penyusunan laporan;

b. pelaksanaan koordinasi peralatan dan bahan jalan dan jembatan;

c.    pelaksanaan penelitian dan pengembangan penentuan kelas dan kualitas bahan bangunan, jalan, jembatan maupun produk industri;

d. pengujian kualitas bahan bangunan, jalan, jembatan dan hasil industri non lokal dan pemeliharaan peralatan;

e.    penyusunan materi penyuluhan dan diseminasi bahan bangunan pemberi rekomendasi serta pengolahan bahan khusus pengembangan dan pengujian bahan jalan dan jembatan;

f.    pelaksanaan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala dan tahunan;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan.

(3) UPTD Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kegiatan UPTD jalan dan jembatan;

b. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan dan pengendalian pemeliharaan jalan dan jembatan nasional dan provinsi;

c.    pelaksanaan koordinasi peralatan dan bahan jalan dan jembatan;

d. menyusun program pemeliharaan/rehabilitasi peningkatan pembangunan jalan dan jembatan;

e.    pelaksanaan pengaturan dan pemeliharaan peralatan;

f.    pelaksanaan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala dan tahunan;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1) Susunan organisasi UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kalukku, Karama Dan Mandar terdiri atas :

a. Kepala UPTD

b. Sub Bagian Tata Usaha

c.    Seksi Program dan Perencanaan Teknis SDA Wilayah Sungai

d. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian SDA Wilayah Sungai
e.    Kepala Jabatan Fungsional
(2) Susunan organisasi UPTD Pengembangan Sumber Daya Lokal Dan Pengujian Material terdiri atas :

a. Kepala UPTD

b. Sub Bagian Tata Usaha

c. Seksi Pengujian Material dan Peralatan

d. Seksi Standarisasi dan Penyuluhan.
e. Kepala Jabatan Fungsional.
(3) Susunan Organisasi UPTD Jalan dan Jembatan, terdiri atas :

a. Kepala Balai
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Seksi Peralatan
d. Seksi Jalan Jembatan
e. Kepala Jabatan Fungsional.
(4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kalukku, Karama Dan Mandar; UPTD Pengembangan Sumber Daya Lokal Dan Pengujian Material; UPTD Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

Bagian Pertama
UPTD BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Kepala Balai

Pasal 8
(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pembinaan, penyusunan dan pengendalian pelaksanaan bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dalam pengelolaan sumber daya air;

b. melaksanakan pelayanan umum sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur;

c.    pengamanan dan pengendalian pelaksanaan tugas sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur;

d. perumusan kebijakan teknis pengelolaan SDA Wilayah Sungai;

e.    melaksanakan operasi dan pemulihan, perbaikan, pengendalian dan pengamanan wilayah sungai;

f.    melaksanakan penyusunan rencana dan program pengelolaan SDA;

g. melaksanakan  pengawasan dan teknis pemeliharaan sarana-prasarana PSDA;

h. menyusun laporan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala dan tahunan;
i.    melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan peralatan dan perbekalan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian tata usaha mempunyai  fungsi :

a. Pelaksana Urusan Umum dan Kepegawaian :

1. melaksanakan pengelolaan administrasi umum;

2. melaksanakan pengelolaan rumah tangga Balai;

3. melaksanakan pemeliharaan, kebersihan dan ketertiban kantor;

4. melaksanakan pelayanan teknis administrasi perkantoran;

5. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
6. melaksanakan penyusunan daftar urutan kepangkatan pegawai;

7. melaksanakan program pembinaan dan kesejahteraan pegawai;

8. melaksankan  tugas lain yang diberikan Kepala Balai.

b. Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan.

1. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan balai
2. melaksanakan pembukuan keuangan

3. melaksanakan/membuat daftar gaji dan atau tunjangan dan melaksanakan pembayaran.

4. melaksanakan dan membuat pertanggungjawaban keuangan balai 
5. melaksanakan dan menyusun rencana anggaran rutin

6. melaksankan  tugas lain yang diberikan Kepala Balai.

c. Pelaksana Urusan Peralatan dan Perbekalan 

1. melakasanakan inventarisasi dan registrasi peralatan kantor 

2. melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan.

3. melaksanakan administrasi pergudangan.

4. melaksanakan pengurusan administrasi kekayaan milik negara.

5. melaksanakan  tugas lain yang diberikan Kepala Balai.

Seksi Program dan Perencanaan Teknis SDA Wilayah Sungai

Pasal 10

(1) Seksi Program dan Perencanaan Teknis SDA Wilayah Sungai dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian pemanfaatan sumber air, melaksanakan perbaikan prasarana pengairan dan pelaporan kegiatan  Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian SDA Wilayah Sungai.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Program dan Perencanaan Teknis SDA Wilayah Sungai  mempunyai fungsi :

a. melakukan  penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan UPTD;

b. melakukan perencanaan alokasi air;
c.    melakukan perencanaan dan pengelolaan sistem data base;
d. melakukan penyusunan GIS;
e.    melakukan pemeliharaan dan updating hardware;
f.    melakukan publikasi data multimedia;
g. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kualitas air;
h. melakukan perencanaan pengendalian pencemaran;
i.    melaksanakan inventarisasi lokasi pencemaran;
j.    melakkukan inventarisasi daerah banjir dan atau kekeringan serta menyusun statistik data;
k. melakukan persiapan dan pelaksanaan penanggulangan banjir dan kekeringan;
l.    melakukan inventarisasi sarana dan prasarana sungai serta sumber – sumber air lainnya;
m. melakukan  perbaikan prasarana pengairan;

n. melakukan pengelolaan database hidrologi;
o. melakukan publikasi data hidrologi;
p. melakukan  laporan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala dan tahunan;
q. melakukan tugas lain yang diberikan Pimpinan.

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian SDA Wilayah Sungai

Pasal 11

(1) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian SDA Wilayah Sungai dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian pemanfaatan sumber air, melaksanakan perbaikan prasarana pengairan dan pelaporan kegiatan  Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian SDA Wilayah Sungai.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian SDA Wilayah Sungai  mempunyai fungsi :

a. melakukan  pemantauan aliran air;

b. melaksanakan penyelenggaraan pos-pos hidrologi (pengambilan data, pembuatan rating kurva dan pemeliharaan);
c.    melakukan pengaturan, pengendalian dan pengamanan alokasi air;

d. melakukan pemantauan morfologi sungai, waduk dan danau;

e.    melakukan metode alokasi air pada saat kekeringan;

f.    melakukan pemantauan kondisi sarana dan prasarana sungai dan irigasi;

g. melakukan analisa data (analisa frekuensi, trend, prediksi neraca air);
h. melakukan penyusunan rencana penyempurnaan jaringan Hidrologi;

i.    melakukan pengumpulan, verikasi dan pengolahan data Hidrologi;

j.    melakukan penyusunan usulan Perda tentang penetapan garis sempadan sungai dan sumber-sumber air lainnya;

k. melakukan penyusunan teknis pemanfaatan konservasi sungai;

l.    melakukan sempadan sungai dan sumber-sumber air lainnya;

m. melakukan regestrasi izin-izin pengambilan/penyadapan  air sungai dan sumber-sumber air lainnya;

n. melakukan  perbaikan prasarana pengairan;

o. melakukan  pengendalian pencemaran, pengendalian banjir, dan penanggulangan kekeringan;

p. melakukan pemeliharaan preventif darurat;

q. melakukan  pengendalian pemanfaatan sumber air;

r.    melakukan  laporan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala dan tahunan;
s.    melakukan tugas lain yang diberikan Pimpinan.
Bagian Kedua

UPTD PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LOKAL DAN PENGUJIAN MATERIAL

Kepala Balai

Pasal 12

(1) Kepala Balai mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan bahan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan dan fasilitasi UPTD Pengembangan Sumber Daya Lokal Dan Pengujian Material.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UPTD Pengembangan Sumber Daya Lokal Dan Pengujian Material mempunyai fungsi :

a. melaksanakan pengaturan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, dan penyusunan laporan;

b. pelaksanaan koordinasi peralatan dan bahan jalan dan jembatan;

c.    pelaksanaan penelitian dan pengembangan penentuan kelas dan kualitas bahan bangunan, jalan, jembatan maupun produk industri;

d. pengujian kualitas bahan bangunan, jalan, jembatan dan hasil industri non lokal dan pemeliharaan peralatan;

e.    penyusunan materi penyuluhan dan diseminasi bahan bangunan pemberi rekomendasi serta pengolahan bahan khusus pengembangan dan pengujian bahan jalan dan jembatan;

f.    pelaksanaan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala dan tahunan;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan.

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 13

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan peralatan dan perbekalan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian tata usaha mempunyai  fungsi :

a. Pelaksana Urusan Umum dan Kepegawaian :

1. melaksanakan pengelolaan administrasi umum.

2. melaksanakan pengelolaan rumah tangga UPTD. 

3. melaksanakan pemeliharaan, kebersihan dan ketertiban kantor.

4. melaksanakan pelayanan teknis administrasi perkantoran.

5. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

6. melaksanakan penyusunan daftar urutan kepangkatan pegawai.

7. melaksanakan program pembinaan dan kesejahteraan pegawai.

8. melaksankan  tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

b. Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan.

1. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPTD
2. melaksanakan pembukuan keuangan

3. melaksanakan /membuat daftar gaji dan atau tunjangan dan melaksanakan pembayaran.

4. melaksanakan dan membuat pertanggungjawaban keuangan UPTD 

5. melaksanakan dan menyusun rencana anggaran rutin

6. melaksankan  tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

c. PelaksanaUrusan Peralatan dan Perbekalan 

1. melakasanakan inventarisasi dan registrasi peralatan kantor 

2. melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan.

3. melaksanakan administrasi pergudangan.

4. melaksanakan pengurusan administrasi kekeyaan milik negara.

5. melaksankan  tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

Seksi Pengujian Material Dan Peralatan

Pasal 14

(1) Seksi Pengujian Material dan Peralatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok pelaksanaan pengujian kualitas bahan bangunan, jalan dan jembatan, penyusunan  program penggunaan dan pengendalian peralatan dan bahan jalan dan pelaporan kegiatan  Seksi Pengujian Material dan Peralatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian Material dan Peralatan mempunyai fungsi :

a. pengujian kualitas bahan bangunan, jalan dan jembatan maupun produk industri non lokal baik di laboratorium maupun di lapangan;

b. pembuatan laporan dari hasil pengujian;

c.    melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium dan peralatan lapangan;

d. melakukan koordinasi  pemeliharaan, peningkatan, pembangunan prasarana jalan dan jembatan;

e.    penyusunan program penggunaan dan pengendalian peralatan dan bahan jalan;

f.    pendataan/pelaporan monitoring dan evaluasi kondisi jalan dan jembatan negara/provinsi dalam kab/kota secara berkala dan tahunan;

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan.

Seksi Standarisasi Dan Penyuluhan

Pasal 15

(1) Seksi Standarisasi dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok penyusunan standarisasi mutu bahan bangunan, jalan dan jembatan dan pelaporan kegiatan  Seksi Standarisasi dan Penyuluhan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Seksi Standarisasi dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

a. pembuatan dan penyusunan standarisasi mutu bahan bangunan, jalan dan jembatan;

b. penyusunan materi dan melaksanakan penyuluhan, bahan bangunan, jalan, dan jembatan pada instansi-instansi terkait, di dunia usaha dan masyarakat;

c.    melakukan pemasaran dan promosi fungsi pengujian kepada pelaksana pembangunan jalan dan jembatan;

d. melakukan  sosialisasi dan desiminasi standarisasi mutu bahan bangunan, jalan dan jembatan, baik yang dikeluarkan oleh Litbang Pusat maupun oleh UPTD sendiri, berupa buku-buku standar, brosur-brosur, leaflet dan dari hasil pengembangan serta pengujian bahan bangunan, jalan dan jembatan;

e.    pemberian rekomendasi hasil pengujian atas persetujuan Kepala UPTD dan diketahui Kepala Dinas PU Provinsi Sulawesi Barat;

f.    pengelolaan kepustakaan khusus bidang pengembangan bahan bangunan, jalan dan jembatan;

g. penyusunan  laporan standarisasi dan penyuluhan secara berkala dan tahunan;
h. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan.
Bagian Ketiga

UPTD JALAN DAN JEMBATAN

Kepala Balai

Pasal 16

(1) Kepala Balai mempunyai tugas pokok tugas pokok melaksanakan pengumpulan bahan   kebijakan teknis dalam rangka pembinaan dan fasilitasi UPTD Jalan dan Jembatan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengembangan Jalan dan  Jembatan mempunyai fungsi :

a.    penyusunan program kegiatan UPTD jalan jembatan 

b. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan dan pengendalian pemeliharaan jalan dan jembatan nasional dan provinsi;

c.    pelaksanaan koordinasi peralatan dan bahan jalan dan jembatan;

d. menyusun program pemeliharaan/rehabilitasi peningkatan pembangunan jalan dan jembatan;

e.    pelaksanaan pengaturan dan pemeliharaan peralatan;

f.    pelaksanaan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala dan tahunan;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan.

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 17

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan peralatan dan perbekalan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian tata usaha mempunyai  fungsi :

a. Pelaksana Urusan Umum dan Kepegawaian :

1. melaksanakan pengelolaan administrasi umum.

2. melaksanakan pengelolaan rumah tangga UPTD. 

3. melaksanakan pemeliharaan, kebersihan dan ketertiban kantor.
4. melaksanakan pelayanan teknis administrasi perkantoran.

5. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

6. melaksanakan penyusunan daftar urutan kepangkatan pegawai.

7. melaksanakan program pembinaan dan kesejahteraan pegawai.

8. melaksankan  tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

b. Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan.

1. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPTD

2. melaksanakan pembukuan keuangan

3. melaksanakan /membuat daftar gaji dan atau tunjangan dan melaksanakan pembayaran.

4. melaksanakan dan membuat pertanggungjawaban keuangan UPTD 

5. melaksanakan dan menyusun rencana anggaran rutin
6. melaksankan  tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

c. PelaksanaUrusan Peralatan dan Perbekalan 

1. melakasanakan inventarisasi dan registrasi peralatan kantor 

2. melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan.

3. melaksanakan administrasi pergudangan.

4. melaksanakan pengurusan administrasi kekeyaan milik negara.

5. melaksankan  tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

Seksi Peralatan

Pasal 18

(1) Seksi Peralatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, keuangan dan pelaporan kegiatan UPTD Jalan Jembatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud ayat pada (1), Seksi Peralatan mempunyai fungsi :

a.    menyusun program penanganan pemeliharaan peralatan;

b.  melakukan operasional pemeliharaan  dan pengendalian peralatan;

c.     menyusun laporan penggunaan peralatan;

d. mendata/mengevaluasi kondisi peralatan secara berkala;
e.     melakukan tugas lain yang diberikan Pimpinan.
Seksi Jalan Dan Jembatan

Pasal 19

(1) Seksi Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, peningkatan pembangunan prasarana jalan dan jembatan dan pelaporan kegiatan Seksi Jalan Jembatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Seksi Peralatan mempunyai fungsi :

a. melakukan  pemeliharaan, peningkatan pembangunan prasarana jalan dan jembatan;

b. melakukan penyusunan program penanganan dan pemeliharaan jalan dan jembatan secara berkala;

c. pembuatan laporan pelaksanaan tugas dan pemberian saran-saran dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

d. pelaksanaan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala dan tahunan;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan.
BAB VI

TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sikronisasi dan simplifikasi sesuai dengan tugasnya masing-masing

Pasal 21

(1) Kepala Balai wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokok secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas;

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Balai wajib memahami tugas, peraturan perundang-undangan, mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya;

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan organisasi dan bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai pertimbangan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;

(4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampainnya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VII

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 22

(1) Pejabat Eselon III dan IV dapat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

(2) Kepala UPTD dalam lingkup UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kalukku, Karama Dan Mandar; UPTD Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Pengujian Material; UPTD Jalan dan Jembatan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

(3) Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala UPTD dan mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2007 tentang  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kalukku, Karama, Dan Mandar pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat; Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Pengujian Material pada Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sulawesi Barat, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan, Peraturan Gubernur ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat

      Ditetapkan  di   Mamuju

      pada tanggal 25 Mei 2009
      GUBERNUR SULAWESI BARAT,
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          H. ANWAR ADNAN SALEH
Diundangkan di Mamuju
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pada tanggal  25 Mei 2009
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

H. M. ARSYAD HAFID

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2009 NOMOR   16            
LAMPIRAN 
: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

TENTANG   
:
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI KALUKKU, KARAMA DAN MANDAR,.
NOMOR
:


TANGGAL
: 


STRUKTUR ORGANISASI (UPTD)

 BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI 

KALUKKU, KARAMA DAN MANDAR








      GUBERNUR SULAWESI BARAT,

     







          H. ANWAR ADNAN SALEH
LAMPIRAN 
: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

TENTANG   
:
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LOKAL DAN PENGUJIAN MATERIAL
NOMOR
:


TANGGAL
: 


STRUKTUR ORGANISASI (UPTD)

 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LOKAL DAN PENGUJIAN MATERIAL








      GUBERNUR SULAWESI BARAT,

     







          H. ANWAR ADNAN SALEH

LAMPIRAN 
: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

TENTANG   
:
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGUJIAN MATERIAL JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PRASARANA DAN PEKERJAAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR
:


TANGGAL
: 


STRUKTUR ORGANISASI (UPTD)

 PENGUJIAN MATERIAL JALAN DAN JEMBATAN 




 




      GUBERNUR SULAWESI BARAT,

     







          H. ANWAR ADNAN SALEH
BAB VII

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 21
(1) Pejabat Eselon III dan IV dapat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

(2) Kepala UPTD dalam lingkup UPTD Balai Latihan Kerja, UPTD Balai Pengembangan Produktifitas Daerah dan UPTD Balai Pelatihan transmigrasi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

(3) Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala UPTD dan mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 23
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan, Peraturan Gubernur ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat

      Ditetapkan  di   Mamuju

      pada tanggal 25 Mei 2009

      GUBERNUR SULAWESI BARAT,


     







          H. ANWAR ADNAN SALEH
Diundangkan di Mamuju

pada tanggal  25 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

H. M. ARSYAD HAFID

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2009 NOMOR   15          
KEPALA UPTD


BALAI PSDA





Seksi Program dan Perencanaan Teknis SDA Wilayah Sungai





SUB BAGIAN 


TATA USAHA
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Seksi Peralatan





Seksi Jalan dan Jabatan 





KEPALA JABATAN FUNGSIONAL





SUB BAGIAN 


TATA USAHA








KEPALA UPTD








Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian SDA Wilayah Sungai





SUB BAGIAN 


TATA USAHA








Seksi Pengujian Material dan Peralatan








Seksi Standarisasi dan Penyuluhan





KEPALA JABATAN FUNGSIONAL





KEPALA JABATAN FUNGSIONAL








